WALIKOTA SURABAYA

PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 96 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 30 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PEMBAYARAN LISTRIK
KEPADA LANJUT USIA TUNGGAL KELUARGA MISKIN
DI KOTA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian bantuan berupa
layanan fasilitas pembebasan biaya tagihan listrik
kepada lanjut usia tunggal keluarga miskin di Kota
Surabaya, telah ditetapkan Peraturan Walikota
Surabaya Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pedoman
Pemberian Bantuan Biaya Pembayaran Listrik kepada
Lanjut Usia Tunggal Keluarga Miskin di Kota
Surabaya,;

b. bahwa untuk memperluas sasaran bagi lanjut usia
tunggal dari Keluarga Miskin, maka Peraturan
Walikota Surabaya Nomor 30 Tahun 2023 tentang
Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Pembayaran
Listrik kepada Lanjut Usia Tunggal Keluarga Miskin di
Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu ditinjau kembali;

c. bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan
Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 30 Tahun
2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Biaya
Pembayaran Listrik kepada Lanjut Usia Tunggal
Keluarga Miskin di Kota Surabaya.
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat
dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Wilayah
Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1950 tentang Pembentukan  Daerah  Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur
dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat
dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang
Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3796);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang
Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5342);
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7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang
Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial
Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4451);

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 186);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun
2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor
2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor
1);

13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun
2014 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran
Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor
3);

@) | Balai UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
{L@ Sertifikasi  "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
W | Elektronik  Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BStE



14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun
2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);

15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2021
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6);

16. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 75 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas
Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Surabaya
(Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 75);

17. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 106 Tahun 2022
tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan, dan
Pemanfaatan Data Keluarga Miskin (Berita Daerah Kota
Surabaya Tahun 2022 Nomor 108);

18. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 30 Tahun 2023
tentang Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Pembayaran
Listrik kepada Lanjut Usia Tunggal Keluarga Miskin di
Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun
2023 Nomor 30).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 30 TAHUN 2023 TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PEMBAYARAN
LISTRIK KEPADA LANJUT USIA TUNGGAL KELUARGA
MISKIN DI KOTA SURABAYA.

Pasal I

Ketentuan huruf a ayat (1) Pasal 5 Peraturan Walikota
Surabaya Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pedoman
Pemberian Bantuan Biaya Pembayaran Listrik kepada Lanjut
Usia Tunggal Keluarga Miskin di Kota Surabaya (Berita
Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 30) dihapus,
sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Sasaran penerima manfaat pemberian bantuan biaya
pembayaran listrik adalah penduduk Daerah yang
termasuk golongan Keluarga Miskin, dengan kriteria :

a. dihapus;
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b. daya maksimal 900 VA (sembilan ratus Volt Ampere);
dan

c. pelanggan listrik prabayar.

(2) Pemberian bantuan biaya pembayaran listrik selain
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan
juga kepada Veteran golongan Keluarga Miskin
pelanggan listrik prabayar.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan  Peraturan  Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 31 Agustus 2023

WALIKOTA SURABAYA,
ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 31 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M.

Pembina Utama Madya
NIP 19690809 199501 1 002

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2023 NOMOR 96

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA

NIP. 197803072005011004

Salinan sesuai dengan aslinya,

Ditandatangani secara elektronik oleh :

Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H.

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

ronik  Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



		2023-11-20T13:50:43+0700
	Dokumen telah disetujui dan ditandatangani secara elektronik




